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       Penulis
 BELA NUR F.P GOBEL

ABSTRAK

BELA NUR F.P GOBEL, NIM : H11.16.141, Judul “Analisis Kasus Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Bapak Terhadap Anak Kandung” dibawah bimbingan Bapak Rusmulyadi sebagai pembimbing I dan Bapak Haritsa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung. (2) untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukumempiris yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial atau penelitian hukum empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung Karena faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor ekonomi; (2) Adapun Upaya yang di lakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung tersebut adalah Upaya preventif dan upaya represif.

Berdasarkan hasil penelitian di rekomendasikan : (1) keluarga, pemerintah, masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana pemerkosaan bapak terhadap anak kandung (2) aparat penegak hukum harus benar-benar berperan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung, agar kasus kejahatan tersebut tidak makin bertambah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemerkosaan Anak Kandung
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ABSTRACT

BELA NUR F.P GOBEL, NIM: H11.16.141, Title "Case Analysis of the Crime of Rape by a Father Against a Childhood Child" under the guidance of Mr. Rusmulyadi as supervisor I and Mr. Haritsa as mentor II.
This study aims: (1) to determine the factors that led to the rape committed by the father of the biological child. (2) to find out the efforts that can be taken to prevent the crime of rape by a father against a biological child.

This research method uses empirical legal research, namely looking at law as a social phenomenon or empirical legal research, which includes research on legal identification (unwritten) and research on the effectiveness of law.

The results of this study indicate that: (1) the factors causing the rape by the father to the biological child are due to educational, religious, and economic factors; (2) The efforts made by the police in overcoming the rape committed by the father against the biological child are preventive and repressive measures.

Based on the results of the study, it is recommended: (1) family, government, community can play an active role in efforts to prevent the crime of rape of a father against a biological child (2) law enforcement officials must really play a role in cases of rape committed by fathers against natural children, so that the case the crime did not increase.

Keywords: Crime, Child Rape
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia.Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, pemerintah Indonesia perlu menangani lebih banyak masalah, terutama perkembangan kasus pidana. Pemerintah Indonesia tidak hanya menghadapi perkembangan tindak pidana, tetapi juga perkembangan pelaku kejahatan, yang merupakan masalah serius yang perlu ditangani oleh pemerintah. Selama ini, jumlah anak yang menjadi korban kejahatan meningkat, tanpa memandang usia.

Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, baik secara kolektif maupun individual. Berbagai keresahan telah melanda masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat perempuan dan anak lebih rentan terhadap pelecehan seksual. Jenis kekerasan terhadap perempuan dapat mencakup tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan emosional atau psikologis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Menurut Hayat, kekerasan terutama merupakan bentuk perilaku verbal atau non verbal yang menimbulkan dampak buruk fisik, emosional, dan psikologis pada satu orang atau kelompok lain oleh satu orang atau sekelompok orang. melawan target.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi berbagai dampak sistem yang ada di Indonesia. Cukup memahami signifikansi dan makna anak sebagai mandat dan anugerah anak yang unik untuk martabatnya. dan martabat secara keseluruhan. Anak adalah tumbuhan, potensi dan generasi muda yang merupakan pewaris cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan memiliki ciri dan ciri yang menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Agar setiap anak mengemban tanggung jawab ini di masa depan, harus ada kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh kembang yang optimal dengan fisik, mental dan sosial serta budi pekerti luhur. Menurut perkembangan zaman, anak yang tidak memahami kehidupan duniawi orang tuanya tidak dapat lagi menjadi ahli waris yang baik akibat eksploitasi / eksploitasi yang menggerogoti psikologi atau psikologi anak berdasarkan kehidupan yang keras. Anak-anak zaman sekarang kurang memperhatikan orang tuanya sehingga dapat berdampak negatif pada masa depannya, misalnya: mengemis kepada seorang anak di jalan agar mengutuk pengetahuannya bahwa mereka tidak boleh shalat di jalan. Hal berikutnya adalah memanfaatkannya sebagai sumber kepuasan dan pedoman masa depan anak sebagai sumber semangat orang tua, bahkan menghancurkan masa depan anak.

Kejahatan pemerkosaan saat ini dan saat ini merupakan kejahatan yang telah menarik perhatian publik. Pemerkosaan sering kali dilaporkan di koran atau majalah dan saluran berita TV. Padahal, jenis kejahatan ini sudah ada sejak lama, atau bisa dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia, meski tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Kejahatan serupa mungkin saja diketahui oleh semua masyarakat Indonesia. Ada banyak jenis perkosaan dalam KUHP atau KUHP. Sejauh yang kami ketahui, salah satu tindak pidana pemerkosaan yang akan dibahas dalam penyidikan adalah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Dari sudut pandang ini, menghukum pelanggar adalah tujuan utama dari proses pidana, sehingga semua bagian dari proses pidana dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kejahatan dan untuk mencegah semua pelaku lainnya dibunuh. jangan lakukan ini dan merasa nyaman karena masyarakat dilindungi oleh hukum apa adanya. Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 8 ayat (1)  “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

Padahal, anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai perilaku yang merugikan secara mental, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan dan kehidupan, terutama anak yang masih bayi. Anak perlu dibantu untuk melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan situasinya, serta melindungi anak agar tidak menderita secara mental, fisik dan sosial.


Seperti telah terjadi kasus kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandungnya yang ditangani oleh Kepolisian Polres Bone Bolango dari hasil penyidikan korban merupakan siswa SMA asal desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang dilaporkan bahwa telah di perkosa bapak kandungnya.  Pemerkosaan tersebut bermula saat pelaku (bapak) sering mengajak korban (anak) untuk ikut pergi ke kebun membantu pekerjaannya. Kemudian pada malam hari saat ibu tidur dengan korban (anak) pelaku (bapak) meminta agar si anak pindah kekamar sebelah untuk melakukan aksi pemerkosaanya. Setelah di interogasi oleh Penyidik PPA ternyata anak (korban) telah diperkosa sebanyak lebih dari 100 kali sejak anak (korban) duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).


Berdasarkan data dari Polres Bone Bolango bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terjadi 3 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung. Sehingganya kegiatan sosialisasi tentang kejahatan dalam lingkungan masyarakat terus dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung.  


Dengan melihat semakin menjamurnya kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung sangat diharapkan upaya kepolisian dalam menanggulanginya. Keberadaan aparat penegak hukum ini diharapkan sebagai pahlawan bagi masyarakat untuk menanggulangi perkara tersebut. Pemberian keamanan, kenyamanan dan ketentraman serta sosialisasi yang baik adalah sudah menjadi tugas utama bagi Polri untuk menciptakan suasana masyarakat aman dan damai.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang penulis paparkan diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Analisis Kasus Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Bapak Terhadap Anak Kandung”
1.2
Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandungnya? 

2. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung? 

1.3 
Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung. 
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polres Bone Bolango dalam menanggulangi terjadinya pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung. 
1.4 
ManfaatPenelitian

Dalam penelitian harus memilki manfaat yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pembanding dalam bidang hukum pidana kedepanya, namun apabila kita melihat dalam disiplin ilmu penelitian yang dimaksud dalam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat  untuk keilmuan (secara teori)

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembagan disiplin ilmu hukum pidana kedepanya, senagaimana manfaat secara teori ini dapat memberikan pengetahuan hukum pidana Yaitu tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandungnya
2. Manfaat secara praktis 

Dapat meberikan masukan bagi penegak hukum, pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum dan khsusnya peneliti dalam pengembagan dan ilmu penegathuan tentang pidana anak 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Tinjauan Umum Tentang Analisis

2.1.1 
Pengertian Analisis


Analisis merupakan kata yang banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan, hukum, matematika, ekonomi, administrasi bisnis, sosial dan ilmu lainnya. Kata analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" yang berarti kembali dan "iuein" yang berarti melepas dan mengurai. Bila digabungakan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. 

Menurut asal kata, analisis adalah untuk memecah topik atau materi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk pemahaman yang lebih baik.

Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktifiats yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Pencarian mencakup sejumlah kegiatan yang akan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, dilanjutkan dengan pencarian dan penjelasan maknanya, seperti analisis, diferensiasi, dan pengurutan.

Dengan kata lain, analisis adalah proses menggunakan data dan metode statistik untuk membuat atau memahami sesuatu atau mengabaikan sesuatu. Definisi ini adalah rumus umum dari analisis

2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Analisis

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis memiliki setidaknya tiga fungsi dan tujuan utama. Namun, secara khusus, ini akan bergantung pada penggunaan metode analisis. Secara umum, berikut adalah tugas dan tujuannya.

1. Analisis, membagi hubungan menjadi bagian-bagian kecil yang diketahui. Kemudian akan lebih mudah untuk memahami bagian-bagian ini, di setiap bagian dan secara umum

2. Analisis berusaha memahami suatu masalah secara lebih detail. Pemahaman tersebut kemudian dapat dijelaskan sehingga publik dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dari hasil investigasi.

3. Investigasi juga memiliki maksud dan tujuan untuk menentukan keputusan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mengambil keputusan berdasarkan suatu asumsi, teori atau asumsi dari sesuatu yang sebelumnya dipahami dengan metode analisis.
 2.1.3
Jenis-Jenis Analisis

Jenis analisis didasarkan pada metode penerapan. Namun, sebelum Anda mengetahui beberapa metode tersebut, penting untuk dipahami bahwa perbedaan ini bergantung pada metode penelitian atau pengumpulan informasi yang digunakan. Ada dua jenis pencarian, kuantitas dan kualitas. Setiap metode penelitian memiliki metode analisisnya sendiri yang terdiri dari beberapa jenis. Jenis analisis dalam metode penelitian kuantitatif sekuensial.

• Analisis penjelasan atau deskriptif

Dengan menggunakan variabel unit umum seperti mode rata-rata (rata-rata) (nilai paling umum) dan deviasi standar (ukuran keragaman data), gambarkan data yang diperoleh sebagai berikut.

• Analisis perbandingan atau komperatif

Metode analisis komparatif, antara satu topik dengan topik lainnya, serta beberapa topik dalam kelompok topik yang berbeda. Penelitian ini dapat menemukan persamaan dan perbedaan antara beberapa hal yang dibandingkan.

• Investigasi dasar atau koresial dasar

Berbeda dengan analisis komparatif, analisis korelasi mencari hubungan antar topik yang berbeda. Berbagai topik tersebut belum pernah diuji atau dibuktikan sebelumnya.
• Analisis kualitas

Universitas juga menemukan hubungan. Namun, jenis analisis ini membutuhkan pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antara setiap topik dapat saling mempengaruhi.
2.2 
Teori – Teori Kriminologi

A. Teori Asosiasi Deferensial

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin Sutherland, tidak ada karakter yang didasarkan pada warisan orang tua. Kebiasaan buruk tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui komunikasi yang erat. Perilaku buruk dsibagi menjadi beberapa kelompok dan dipelajari melalui komunikasi dan komunikasi, dan apa yang dipelajari dalam kelompok mendukung metode buruk dan perbuatan buruk. Jadi, teori serikat diferensial memiliki sembilan proposisi

a) Perilaku buruk dipelajari, warisan tidak diwariskan, jadi secara mekanis tidak ada orang jahat.

b) Perilaku buruk dipelajari dari orang lain dalam proses interaksi atau komunikasi. Komunikasi melalui bahasa atau tanda.

c) Bagian terpenting dari kebiasaan buruk yang dipelajari adalah dalam hubungan dekat. Tak pelak, dalam munculnya kebiasaan buruk, komunikasi non personal melalui teater, koran berarti tidak penting.

d) Jika perilaku buruk dipelajari, yang dipelajari adalah bagaimana melakukan kejahatan dan pedoman perilaku.terutama tertarik pada penyebab rasional, serangan, dan sikap.Instruksi khusus tentang penyebab dan serangan itu dipelajari dari penjelasan hukum.

e) Pelaku diyakini telah melanggar hukum, bukan hukum yang berlaku, dan membuat definisi yang lebih bermakna.

f) Lingkungan sosial yang dicirikan oleh perbedaan mungkin atau mungkin tidak berubah, tergantung pada frekuensi, waktu, masa lalu, dan intensitas. Oleh karena itu, asosiasi diferensial dapat bertahan seumur hidup.

Meskipun tindak pidana merupakan cerminan dari kebutuhan dan nilai bersama, namun tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai tersebut. Karena kepolosan tidak buruk, itu adalah cerminan dari kebutuhan dan nilai yang sama. Pencuri sering mencuri dari kebutuhan untuk menghasilkan uang, tetapi pekerjaan yang jujur ​​juga baik untuk menghasilkan uang.

B. Teori Anomi

Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini berorientasi pada kelas. Konsep anomali dikenalkan oleh Emile Durkheim (1893), seorang sosiolog Perancis yang mendefinisikan masyarakat sebagai negara yang tidak teratur. Regulasi atau keteraturan menyebabkan perilaku yang tidak stabil. Ide ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton untuk menjelaskan hubungan antara kelas sosial dan kecenderungan untuk beradaptasi dengan sikap dan perilaku kelompok. Kata "anomie" mengacu pada seseorang atau kelompok yang mengalami kebingungan karena kurangnya aturan eksplisit atau eksplisit tentang perilaku yang baik, atau aturan yang mampu mengembangkan perilaku yang lebih buruk. bukan isolasi atau bahkan saling merugikan dan kerja sama.

C.  Teori Subkultur

1. Subkultur kriminal (subkultur buruk) Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen dalam bukunya The Delinquent Boys (1955) yang membahas tentang kenakalan remaja di Amerika. Cohen Shaw dan McKay mencoba menggabungkan beberapa perspektif teoretis yang dikemukakan oleh Sutherland dan Merton. Penelitian Cohen menemukan bahwa pria berpenghasilan rendah lebih cenderung terlibat dalam aktivitas ilegal dan merasa ingin membentuk kelompok. Perilaku kelompok yang beradab tidak berguna, merugikan dan merugikan. Ada alasan seksual bagi subkultur kriminal untuk mencuri untuk menghibur orang lain (selain untuk mencari status publik) demi orang lain.

2. Resistensi Diferensial (Perbedaan Peluang)Teori ini didasarkan pada R.A. Clovard pada tahun 1959. Menurutnya, tidak hanya cara legal untuk mencapai tujuan budaya, tapi juga peluang ilegal. Ada tiga jenis subkultur kriminal dalam teori ini:Sebuah. Subkultur kriminal adalah jenis kelompok yang menciptakan keuntungan materi dan mencoba mencegah kekerasan.

3. Merupakan jenis kelompok yang mencari status dengan menggunakan kekerasan, perilaku bebas, perampasan hak milik, dan perilaku yang merupakan tanda dari kelompok tersebut.

4. Subkultur retret adalah jenis kelompok dengan karakteristik tujuan dan peran yang sama, sehingga kelompok orang yang lebih memilih untuk tidak menggunakan narkoba dan kejahatan terkait, minum, dan mendapatkan uang.
2.3
Kejahatan

Memahami dari sudut pandang penggunaan. Konsep kejahatan mirip dengan yang dikatakan dalam hukum (law) yang artinya melihat dalam konsep hukum (dari sudut pandang hukum), sehingga kejahatan selalu dipandang sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terancam sanksi hukuman karena melanggar larangan tersebut

Sutherland mengatakan sifat utama kejahatan itu adalah tindakan yang dilarang negara karena itu adalah tindakan yang merugikan negara dan tindakan itu dihukum sebagai upaya terakhir oleh negara.

Yang diambil dalam menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan bukanlah faktor tunggal, melainkan sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal, yang menyebabkan terjadinya kejahatan anak. Contoh faktor internal dan eksternal seperti keluarga dan lingkungan yang sangat berpengaruh sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan perilaku seseorang.

Thorstensellin mengatakan definisi hukum definisi kriminal tidak memenuhi persyaratan ilmiah. Dalam pandangannya, dasar yang lebih baik untuk pengembangan kategori keilmuan adalah dengan menciptakan landasan yang lebih baik dengan mempelajari aturan perilaku (rules of conduct), karena konsep aturan perilaku mencakup setiap kelompok atau lembaga, seperti negara, dan kelompok. yang tidak terbatas pada peraturan dan batasan politik dan tidak harus seslalu dalam hukum.

Jika suatu tindakan baru bereaksi terhadap masyarakat, itu bisa disebut kejahatan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
a. Kejahatan dari segi Yuridis
Kata kejahatan merupakan Bahasa buruk dalam arti sehari-hari masyarakat, penjarahan, pencurian, penipuan, dll dari semua orang. perilaku atau perbuatan buruk yang bisa terasa seburuk yang mereka lakukan. Sebagaimana dikatakan Rusli Effendi: Hukum pidana adalah kejahatan (Rechtsdelicten), artinya diterima sebagai tindak pidana yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan sistem hukum..

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu KUHPidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana), yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal inidipertegas oleh J.E. Sahetapy, bahwa : Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hokum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. 
Laden Marpang mendefinisikan kejahatan itu sebagai: “Pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau ditafsirkan berbahaya, mengganggu, dan tidak dapat diterima.

Sementara itu, menurut Edwin H. Sutherland, "Sifat dari tindak pidana tersebut adalah ia merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan dilarang oleh negara karena bertindak sesuai dengan hukum sebagai upaya terakhir negara".

J.E Sahetapy mendefinisikan definisi kejahatan sebagai berikut: "Kejahatan menurut hukum adalah perbuatan apa pun, termasuk kelalaian, yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi negara dari sanksi pidana."

Dari segi hukum, delik tersebut dibatasi oleh negara sebagai delik yang didefinisikan dan dikriminalisasi oleh negara dalam hukum pidana.
b. Kejahatan dari segi Sosiologis

Menurut Topo Santoso, "Kejahatan sosiologis adalah kodrat manusia yang diciptakan oleh masyarakat, dan meskipun masyarakat memiliki tindakan yang berbeda, ada bagian tertentu yang memiliki pola yang sama."

"Secara sosiologis, kriminalitas, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun tidak, melibatkan semua perilaku manusia karena pada kenyataannya warga dapat merasakan dan menjelaskan bahwa gerakan ini menyerang dan merugikan masyarakat."

Berdasarkan beberapa dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut terutama merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, karena perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dihukum.
c. PelakuKejahatan
Gejala kejahatan terjadi terutama pada proses dimana seseorang berhak melakukan rumusan kejahatan dalam masyarakat dan terdapat hubungan publik antara pihak-pihak yang melakukan kejahatan tersebut. Pelaku dihukum oleh pengadilan karena melanggar hukum pidana dan atas tindakannya. Sementara menurut Ismail Anwar:”.

2.4
Kejahatan Pemerkosaan

 2.4.1
Pengertian Kejahatan Pemerkosaan

Perkosaan (Rapping) adalah penetrasi alat kelamin dengan paksaan, perkosaan dibagitiga yaitu :  
a. Common Law Rape adalah perkosaan dengan wanita yang cukup umur.
b. Statutory rape adalah perkosaan yang dilakukan di bawah umur, yang berarti memiliki unsur-unsur phedofilia. 
c. True rape adalah ketika pemerkosaan melakukan kegiatannya secara berulang kali untuk menyalurkan nafsu seksualnya bersama-sama dengan agresifitas.
Pemerkosaan Itu berasal dari rapper Latin yang artinya memperkosa, mencuri, atau merampok. Pada zaman dahulu, pemerkosaan sering digunakan untuk menipu istrinya. Pemerkosaan merupakan upaya untuk menghapus hasrat seksual laki-laki terhadap perempuan, baik secara moral maupun hukum. Ide tersebut sejalan dengan definisi Rifka Annisa tentang pemerkosaan menurut semua bentuk perkosaan, menurut Women's Crisis Center. Bentuk perkosaan tidak melulu hubungan seksual, melainkan segala bentuk kekerasan atau kekerasan terhadap alat kelamin. Seks oral, seks anal (sodomi), mutilasi alat kelamin perempuan juga diperkosa. Pemerkosaan juga bisa terjadi dalam pernikahan. Menurut Warsawa, definisi pemerkosaan di banyak negara mengacu pada pemerkosaan anggota laki-laki untuk hubungan seksual korban. Masuknya pelaku bertentangan dengan keinginan korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau kekerasan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan fisik atau mental. Beberapa negara menambahkan seks anal dan oral wajib ke dalam definisi pemerkosaan, sementara yang lain menggunakan bahasa yang sensitif secara seksual untuk memperluas penggunaan undang-undang pemerkosaan. Pasal 285 KUHP:

Makna pemerkosaan dapat dijelaskan dengan tiga cara, berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan dalam Kamus Hukum Hitam di Ecotama, Pudijarto, dan Vidiartana:

a) Pemerkosaan adalah hubungan terlarang dengan seorang wanita. Elemen utama utama dari kalimat ini adalah, tanpa berhubungan seks dengan wanita dan persetujuannya.

b) Pemerkosaan adalah pemaksaan pria terhadap wanita dan keinginan wanita yang bersangkutan. Dalam kalimat ini laki-laki memiliki unsur yang lebih lengkap, seperti perlakuan paksa terhadap perempuan dan perlakuan najis terhadap perempuan.

c) Pemerkosaan adalah tindakan seksual seorang pria terhadap seorang wanita daripada istrinya, dan dilakukan tanpa persetujuan wanita ketika dia takut atau dalam bahaya lainnya. Definisi ini tampaknya diatur dalam Pasal 285 KUHP

Dalam kasus pemerkosaan, korban sering disebut perempuan. Pada umumnya mereka adalah perempuan yang pernah menjadi korban pemerkosaan. Mereka mungkin dipaksa untuk berhubungan seks meskipun mereka tidak menginginkannya. Dalam KUHP, seorang laki-laki tidak boleh menjadi korban perkosaan, karena jika seorang laki-laki dapat melakukan hubungan seks, itu berarti dia dapat merasakan perasaan yang diterima dan direspon oleh tubuh terhadap alat kelamin. Namun, ada juga pria yang menjadi korban pemerkosaan verbal dan anal.

2.4.2 
Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-undang


A. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam KUHP 

Perkosaan menurut KUHP terdapat dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Menurut KUHP itu sendiri perkosaan di bawah umur terdapat dalam pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang berbunyi : 

(1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, Bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalua tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang disebut pada pasal 291 dan 294”. 

Unsur-unsur Pasal 287: 
Unsur subjektif : Perbuatan perzinahan, Perbuatan pencabulan, Penuntutan, Diancam dengan pidana penjara Unsur objektif : Barangsiapa, Atas pengaduan, Umurnya masih dibawah umur sesuai dalam pasal ini bahwa pasal 287 termasuk delik biasa : Pasal 287 pencabulan, perzinahan. Delik yang dikualifikasi (dikhususkan) : Kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Alasan: Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan-aturan pidana dan apabila ada perbuatan yang memberatkan misalnya ada penganiyaan didalamnya maka perbuatan itu akan mendapatkan sanksinya yang lebih berat. Sedangkan dalam pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):
(1)  Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, di didik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamannya tujuh tahun.

(2) Dengan hukuman yang serupa dihukum:

a. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. 
b. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah sakit jiwa, rumah piatu atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.
Dalam pasal 294 ayat 1 diatas terdapat unsur-unsur subjektif dan objektif.
Unsur-unsur subjektifnya adalah: 
Perbuatan cabul, yaitu perbuatan asusila dan perbuatan kriminal dengan maksud satu sama lain, dalam hal ini merampas kemerdekaan seseorang dan merugikan orang tersebut. Amoralitas terhadap anak di bawah umur, yaitu anak di bawah umur atau anak di bawah umur yang harus dirawat dan dilindungi. Elemen tujuan: Merasa bahwa kenakalan remaja yang amoral, yaitu tindakan yang melanggar hukum terhadap remaja, dirampas hak-hak anak, biasanya saudara kandung, saudara kandung atau tiri, ayah angkat atau angkat, cucu, dan kakek nenek. atau terjadi di antara anak tiri dan putra. Orang lain yang seperti keluarga dan percaya diri. Pengertian hubungan seksual yang luas juga mencakup hubungan seksual antara orang-orang yang dipercaya untuk mengasuh seseorang, seperti pelajar, guru, atau anak angkat, pendeta, ulama, dan sebagainya. Namun, hubungan seksual yang paling umum terjadi antara anggota keluarga dan ayah kandung atau tiri, serta antara anak dan ibu kandung atau ibu tiri dan saudara kandung. Hubungan seksual dilakukan dalam berbagai pola, seperti kekerasan fisik, non fisik, atau viktimisasi sebelum, sesudah, atau setelah kejadian. Kadang-kadang hubungan seksual terjadi tanpa kekerasan, paksaan, atau rayuan, tetapi jarang, jika pernah, saling menyenangkan.

B. Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Perlindungan    Anak.


Pemerkosaan terhadap anak kandung diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81, yaitu :
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
(2) Ketentuan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga pendidik, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
2.5 Pengertian Anak 

Setiap manusia yang terlahir didunia ini tentunya merupakan kodrat alam yang mengaturnya harus lahir sebagai anak, anak yang dilahirkan meliki nilai yang tinggi dimata tuhan sebagai mahluk yang harus dan patut untuk dilindungi, tuhan menciptakan alam semesta guna memberikan pemahamn kepada semua manusia untuk memberikan perhatian khusus untuk anak, indonesia sebagai suatu negara yang memilki pertumbuhan penduduk yang sangat cepat harus memberikan perlindugan dan kaeadilan bagi masyarakatnya, sebagai negera hukum yang terlahir dari nawacita suatu bangsa indonesai senantiasas menegakkan hukum dalam perlindugan anak.

Sejatinya anak memiliki kepentingan yang sangat petung bagi kemajuan bangsa dan negara, maa dari itu negara hadir dan memberikan perlindugan kepada anak, karena anak memilki hak harkat derajat dan martabat, sebagai masas depan bangsa.

Secara khusus perlindugan terhadap anak telah diatur dalam hukum positif yang berlaku diindonesia, beberapa aturan hukum memberikan defenisi tentang anak .
Anak adalah anugerah dari sang pencipta, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindugi sebagaimana kodrat manusia sebagai mahluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif.
Abu huraerah 
mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawian antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui beradasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum positif memberikan defenisi sebagai berikut:

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari:
“Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta kewenangan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”
Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memilki kedudukan yang sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memeilki akal dan budi pekerti yang luhur serta memilki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bagsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan dan bimbingan dalam menyongson masa depanya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundang-undagan   hukum positif yang berlaku diindonesia seperti :

KUHPerdata memberikan defenisi mengenai pengertian anak adalah “seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah menikah”

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjeasan bahwa anak adalah:
 “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum mencapai 21 tahun dan dikatan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebtkan bahwa anak adalah 

“setiap orang yang memilki usia berada dibawah  18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai ebih awal”

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindugan anak yaitu seorang yang belm mecapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandugan .

Demikian halnya semua peraturan perundang-undagan yang berlaku indonesia yang memberikan dfenisi anak. Hampir semua memberikan defenisi bahwa adanya batasan umur terntentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, meskupin ada berpa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.
2.6 
Hak Anak 

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak  disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenkan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasasnya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara 
2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dinggap hak anak yang paling peting untuk membentuk karakter anak, hak ini meberikan perlindugan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadaia guna menjalani hidup kemasa depan anak, serta memberikan hak untu istiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegaiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembaganya
3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindugan

Pada perkembagan anak diperukan adanya bentuk perlindugan dari semua aspek karena anakmerupakan orang yang belum cakap dan belum memilkinilai pengetahuan yang memadaia sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindugan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindugan ekonomi maksudnya dalah hak yang diberukan untuk memenuhikebutuhan sandag dan pangana anak, dan ahak perlindugan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindugi dari segi penyimpanagn seks, adapun hak yang terenting dalam hal ini hak perlindugan terhadap anak yatim piatu hak ini bisanya disediakan oleh negara dan negara memilki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar 
4. Hak Untuk Berpartisifasi 

Hak untuk berpatisifasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartsifasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.
2.7 
Kerangka Pikir








2.8 Definisi Operasional

1. Analisis adalah aktifitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

2. Kejahatan adalah sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terancam sanksi hukuman karena melanggar larangan tersebut.

3. Pemerkosaan adalah suatu perilaku yang melakukaan pemaksaan seksual terhadap lawan jenis

4. Anak adalah seorang yang belum mencukupi umur dewasa berdasarkan undang-undang

5. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadinya peristiwa hukum

6. Upaya Represif, adalah upaya memberikan saksi bagitu pelaku tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, jenis penelitian empiris adalah jenis penelitian yang turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan mengamati fakta-fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, jenis penelitian ini juga sering disebut dengan istilah penelitian (Non Doktrinal) maksudnya dalah jenis penelitian yang bukan melihat dari segi pendekatan hukunya namun penelitian yang melihat dari segi pendekatan kasusnya.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung.
3.3 Lokasi dan Waktu  Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berdasarkan objek penelitian yang diusulkan berada di Polres Bone Bolango. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini disebabkan karena di Polres Bone Bolango terdapat kasus pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung.
3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur,serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.


3.4.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan


Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian
3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1   Populasi

Populasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian sebagaimana objek yang akan diteiti kedepanya, populasi disini dianggap sebagai sumber informasi dan sumber data yang dapat memberikan semua kebutuhan data atau informasi pada penelitian ini baik itu benda bergerak dan tidak bergerak maupun segala sesuatu yang berada disekitar objek penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik yang ada di Polres Bone Bolango yang khusus menangani kasus pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili objek atau adata serta informasi penelitian, sebagaimana semaple yang akan diambil berupa Maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut:

Penyidik Kepolisian


: 1 Orang

Pelaku



: 2 Orang
3.6 Teknik Pengumpulandata
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua teknik :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan studi literatur kepustakaan maksdunya dalah dengan cara mengumpulkan smeua tulisan-tulisan karya ilmiah yang memilki hubugan dengan objek penelitian seperti Kamus Hukum, Penelitian Terdahulu, Jurnal Hukum  

2. Studi Lapangan 

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara datang langsung kelokasi penelitian dengan cara mengambil data mengamati serta melakukan wawancara secara langsung dengan sumber informasi 
3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Secara Interpretasi yaitu mengumpulkan semua dan informasi kemudian ditelaah dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan dikenali

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yag ditemukan dalam penelitian

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1
Polres Bone Bolango

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kepolisian Resort Bone Bolango (Polres Bone Bolango), Polres Bone Bolango adalah salah satu instansi dari aparat penegak hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lebih khususnya lagi berada dibawah Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA Gorontalo) karena kedudukannya sebagai alat penegak hokum maka Polres Bone Bolango tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hokum lainnya, yakni antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Polres Bone Bolango berkedudukan di jalan Jendral Hoegeng No 2 (dua), Desa Tingkohubu. Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Polres Bone Bolango berdiri sejakt ahun 2005. Kepolisian Resort Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kapolres AKBP SukaIrawanto S.IK, M.Si.

Polres Bone Bolango Memiliki wilayah Kerja yang Luas dengan membawahi 10 kepolisian sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawabnnya. 

1. Polsek Suwawa

2. Polsek Bulango

3. Polsek Kabila 

4. Polsek Tapa 

5. Polsek Botupingge

6.  Polsek Tilong Kabila

7. Polsek Kabila Bone 

8. Polsek Bone Pantai 

9. Polsek Bone raya

10. Polsek Bone 

4.1.2 VISI dan MISI Polres Bone Bolango

1. VISI 

Visi Polres Bone Bolango yaitu “Polres Bone Bolango sebagai aparat pelindung, penganyom dan pelayan masyarakat bersama seluruh komponen masyarakat bertekad ikut membangun Kabupaten Bone Bolango dalam menciptakan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi etika moral menuju masyarakat yang aman, damai dan sejahtera”. 

2. MISI

a. Memberikan rasa aman, tertib, tentram, dan damai sehingga masyarakat bebas dari rasa takut dan khawatir baik secara fisik maupun secara psikis. 

b. Memberikan penyuluhan dan bimbingan dibidang penegakan hukum serta upaya-upaya keamanan dan ketertiban kepada masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dan rasa patuh di bidang hokum serta aturan-aturan yang ada. 

c. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap mengindahkan nilai-nilai lokal yang hidup dan terpelihara dilingkungan masyarakat didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pemerkosaan adalah tindak pidana yang bersifat seksual dan terjadi ketika satu orang (atau lebih) memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks, alat kelamin, organ lain seperti tangan, atau pemaksaan atau hal-hal tertentu. ancaman kekerasan.

Seperti telah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandung pada tahun 2017 pemerkosaan tersebut bermula saat pelaku sering mengajak korban untuk ikut pergi ke kebun membantu pekerjaannya. Sehingga si anak lebih dominan bersama dengan bapaknya dibandingkan ibunya. Kemudian pada malam hari saat mereka bertiga tidur bersama, pelaku meminta agar si anak pindah ke kamar sebelah untuk melakukan aksi bejatnya. Sehingga terjadilah pemerkosaan pada malam itu. Setelah di interogasi oleh Penyidik PPA ternyata anak (korban) telah diperkosa sebanyak lebih dari 100 kali sejak si anak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SMA kelas 1 (satu).

Sementara kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak yang terjadi pada tahun 2018 di Desa Bone Raya, Kecamatan Bone Kab Bole Bolango  dalam hal ini anak telah hamil akan tetapi anak tidak mau mengaku bahwa bayi yang dikandung adalah hasil hubungan seksual dengan cara dipaksa oleh bapak. Sehingga anak beralasan perutnya besar karena memakan cumi-cumi besar. Dan ketahuan setelah si anak (Korban) melahirkan anak bayi. Dari kejadian itu si anak mengalami trauma dan sering menyakiti dirinya sendiri. 

Kasus yang sama seperti di atas terjadi lagi pada awal tahun 2019 yaitu bapak melecehkan anaknya dan memaksa untuk berhubungan badan akan tetapi anak berhasil menolak dan menghindar. 

Berkaitan dengan permasalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandung yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, dari hasil penelitian pada tanggal 9 November 2020 penulis mendapatkan data kasus dari pihak Kepolisian Polres Bone Bolango dalam hal ini pada Unit (Perlindungan Perempuan dan Anak). Bahwa pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung di Kabupaten Bone Bolango selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2017 s/d 2019 terjadi 3 kasus, yang masing-masing terbagi pada tahun 2017 terjadi 1 kasus, 2018 terjadi 1 kasus dan tahun 2019terjadi 1 kasus pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung yang berusia di antara 14 sampai 18 tahun dan dalam kasus ini semua di lakukan berdasarkan hawa nafsu dan ancaman. 

TABEL1.1

DATA KASUS PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN BAPAK TERHADAP ANAK KANDUNG
	NO
	TAHUN
	JUMLAH KASUS

	1
	2017
	1

	2
	2018
	1

	3
	2019
	1

	Total                        3


Sumber Data : Unit PPA Polres Bone Bolango
Berdasarkan hasil kerja dengan penyidik pada unit PPA yang menangani dalam kasus ini bahwa dari keseluruhan kasus pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung hanya ada satu kasus yang diproses sampai pada tahap putusan, 2 diantaranya sampai pada tahap musyawarah antara keluarga.
 4.2.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Bapak Terhadap Anak Kandung. 

Situasi sosial dalam masyarakat, jika ada satu strata dan strata yang menentukan status sosial seseorang, mempengaruhi sejumlah faktor jika ada sesuatu dalam masyarakat yang dihargai. Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan masyarakat yang didasarkan pada ketentraman masyarakat menjadi perhatian besar.

Yang diambil dalam menjawab mengapa seseorang melakukan tindak pidana bukanlah faktor tunggal, melainkan sejumlah faktor yang mengarah pada kriminalisasi anak oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks batin yang mempengaruhi kejahatan anak, terdapat kemampuan untuk memecahkan kepribadian, pemahaman diri, adaptasi sosial, masalah perkembangan, dan masalah tingkat rendah. Namun faktor eksternal, pola asuh, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya adalah bagaimana lingkungan keluarga mempengaruhi seseorang.

Berdasarkan informasi berdasarkan hasil lobi dan wawancara lapangan selama berlangsungnya penelitian, penulis dapat menjelaskan faktor-faktor berikut yang menyebabkan ayah melakukan pelecehan terhadap anaknya.

1. Faktor Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan formal seseorang dapat mempengaruhi masyarakat, dan mudah bagi mereka yang terkena dampak untuk melakukan tindak pidana tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu tindak pidana terkait kurangnya pendidikan formal pelaku adalah pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango.

Karena tingkat pendidikan yang rendah, maka pelaku tidak mengetahui bahwa hal tersebut dapat merugikan keluarga dan anak korban. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden atau pelaku berinisial MS mengatakan bahwa: 
Pemerkosaan yang pelaku lakukan sudah di mulai sejak anak duduk di bangku Sekolah Dasar pelaku sudah tidak dapat berhubungan badan dengan istri karena dalam keadaan sakit sehingga untuk memuaskan hasratnya pelaku tanpa berfikir panjang memperkosaan anak kandungnya sendiri yang masih duduk dibangku sekolah dasar. Itulahmengapapendidikan di anggappenting, kejahatan yang dilakukan terhadap anak kandungnya akibat tidak adanya didikan dari orang tua serta minimnya pendidikan yang di dapat di sekolah sehingga pelaku melakukan  suatu kejahatan dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya. (Wawancara 24 November 2020).
Penulis juga mewawancarai responden dari Tokoh Masyarakat yang berinisial HD mengatakanbahwa: 
Seseorang yang tidak memiliki pendidikan tinggi, dengan mudahnya dapat melakukan suatu kejahatan karena kurangnya pengetahuan umum ataupun pengetahuan tentang agama yang didapatkan dari pendidikan. (Wawancara 24 November 2020) 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui upaya pendidikan atau pembelajaran, proses pembelajaran, metode dan tindakan.

Seperti yang diidentifikasi di Oveokar, upaya pendidikan sedang dilak ukan untuk meningkatkan peluang siswa menciptakan kepribadian yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Harapan akademi besar untuk membawa siswa ke tingkat kehidupan yang terbaik.

Berangkat dari pembahasan dan hasil wawancara penulis berpendapat bahwa pelaku melakukan pemerkosaan karena kurangnya pengetahuan yang di dapat dari pendidikan mana yang baik dan buruk suatu perbuatan.

2. Faktor Agama 

Sebenarnya penyebab kejahatan ditentukan oleh kerukunan, agama, atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori ini, semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhan dari agamanya, semakin dekat dengan niat buruk.

Hal ini dapat dilihat dari kasus Pemerkosaan yang dilakukan oleh Bapak Kandung dimana penulis mewawancarai pelaku pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung pada tanggal 24 November yang berinisial MS dan K.
Berdasarkan  hasil wawancara penulis dengan responden pelaku berinisial K dan MS mengatakan bahwa:
Pemerkosaan yang dia lakukan kepada anak kandungnya karena sudah gelap mata ketidaktakutannya kepada sang Pencipta mengakibatkan kurangnya keimanan sehingga dengan tega melakukan aksi pemerkosaan.(Wawancara 24 November 2020).
Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara penulis dengan pelaku berinisial K dan MS maka penulis berpendapat bahwa setiap manusia yang mempunyai dasar agama yang kuat dan keimanan yang kuat maka akan takut jika melakukan suatu perbuatan tercela, sehingga diperlukan ikatan agama yang kuat yang ditanamkan dalam diri manusia masing-masingagar selalu takut pada penciptaNya. 

3. Faktor Ekonomi 
Rendahnya tingkat pendidikan terkait dengan rendahnya tingkat perekonomian, dan juga rendahnya ekonomi keluarga terutama pendapatan si bapak sekaligus yang berperan juga sebagai kepala rumah tangga tidak mampu membiayai isterinya untuk berobat. Jadi si bapak tidak mendapatkan kepuasan biologis dari istrinya, sehingga yang menjadi korban atas pelampiasan nafsunya adalah anak kandungnya sendiri.  
4.2.2 Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung

Perilaku menyimpang berkaitan erat dengan berbagai aktifitas kehidupan seseorang. Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandung usaha peningkatan kegiatan lebih di arah pada represif dan preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) pada tanggal 9 November 2020, dalam upaya penanggulangan pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung pihak aparat kepolisian melakukan upaya preventif dan upaya represif. 

a. Melakukan Razia PatroliRutin dan sosialisasi 

Maraknya kasus pemerkosaan anak saat ini sering terjadi di kota-kota besar termasuk Kota Gorontalo. Kota besar memiliki potensi dan memberikan ruang bagi tindak pidana pemerkosaa nuntuk melakukan aksinya. Hal ini disebabkan   banyakfaktor yang melatarbelakanginya dari aspek pendidikan, agama, maupun ekonomi. Dari uraian diatas penulis melakukan penelitian di Polres Bone Bolango disajikan dalam bentuk table berdasarkan hasil wawancara dan analisis sebaga iberikut: 
TABEL DATA UPAYA PREVENTIF YANG DILAKUKAN  KEPOLISIAN
TABEL 1.2

	No
	UPAYA PREVENTIF
	TAHUN
	TOTAL

	
	
	2017
	2018
	2019
	

	1. 
	PATROLI RUTIN
	96
	96
	96
	288

	2. 
	SOSIALISASI
	24
	24
	24
	72


Sumber Data : Unit PPA Polres Bone Bolango

Berdasarkan gambar table diatas dapat dilihat bahwa Pihak Kepolisian Resort Bone Bolango melakukan patroli rutin dalam seminggu 2 kali dan sosialisasi dalam sebulan sebanyak 2 kali dari tahun ketahun.

· MelakukanPatroliRutin


Pelanggaran hukum dan kejahatan sebagai aparat penegak hukum dan abdi masyarakat, pengacara dan pembela umum merupakan tanggung jawab polisi. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ia melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kejahatan yang selalu hadir.

Patroli polisi harus dilanjutkan dan diperkuat di daerah rawan terutama 

pada malam hari, dan apa harapan seluruh masyarakat bahwa patroli polisi tidak hanya untuk mencari kesalahan pengguna jalan dan pengguna ilegal, tetapi juga untuk melindungi dan melayani masyarakat. Perkembangan peradaban manusia telah diikuti oleh kejahatan sehari-hari yang tidak terpecahkan, dan isu kejahatan tidak lagi menjadi kelompok minoritas, dan banyak kasus kriminal antar provinsi dan negara. Hal ini semakin memperumit tugas dan tanggung jawab kepolisian, dan agar kepolisian disayangi oleh masyarakat, dibutuhkan profesionalisme agar semuanya berjalan dengan baik.

Peran polisi sangat penting bagi masyarakat. Berbagai kejahatan telah dilakukan oleh kepolisian dalam penghapusan kejahatan guna meningkatkan suasana aman dan tertib, seperti tanggung jawab polisi. Keberhasilan polisi dalam etika profesinya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja polisi, yang tercermin dari sikap dan perilaku polisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugasnya di lembaga penegak hukum, dan tindak pidana semakin berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Tanggung jawab pengawasan polisi adalah mengurangi potensi bahaya melalui pengawasan rutin berdasarkan pembagian tanggung jawab di setiap departemen. Setiap tindakan dianggap sah, sekalipun polisi tidak melampaui kewenangannya dan melanggar HAM serta tidak diabadikan dalam undang-undang untuk kepentingan masyarakat. (yoyok ucuk suyono, 2013: 69) 

Ada beberapa jenis patroli polisi:

1. Patroli pejalan kaki

Dari markas, patroli infanteri dilakukan dengan minimal 2 anggota berjalan kaki dan di tempat terbuka, dapat bergerak bebas, serta memiliki pengawasan dan kontrol yang baik untuk melaporkan setiap keadaan yang aneh atau tidak biasa.

2. Patroli sepeda

Patroli sepeda dilakukan untuk menjangkau area yang lebih luas, dan patroli pejalan kaki serta patroli sepeda juga melakukan pengawasan dan pengawasan yang tepat untuk melaporkan dan memeriksa situasi yang tidak biasa atau tidak biasa.
3. Patroli sepeda motor

Patroli sepeda motor digunakan untuk membantu patroli jalan  dan patroli sepeda, patroli pejalan kaki atau sepeda dapat membantu saat membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor dapat melayani masyarakat lebih cepat karena lebih efisien dalam kecepatan / ketepatan dalam menyelesaikan sesuatu.

4. Mobil patroli

Patroli keliling digunakan untuk membantu dan memantau patroli pejalan kaki, patroli sepeda dan patroli sepeda motor di pos pemeriksaan dan beberapa penyeberangan, memantau keberadaan petugas patroli lainnya, bertukar informasi / informasi, dan berkomunikasi dengan pos komando. Kendaraan patroli memantau karyawan, pusat perbelanjaan, bank, pasar, dan area rawan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik ​​di bagian AKP:

Aparat Polres Bone Bolango juga berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah pemerkosaan oleh perempuan maupun oleh ayah kandung. Polisi terus memantau petugas polisi Bone Bolango. Untuk mengurangi kemampuan remaja dan orang dewasa dalam berperilaku. Pengawasan harian segera dilakukan oleh setiap anggota polisi, oleh anggota unit tertentu, atau oleh sejumlah petugas yang benar-benar bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. (Wawancara 09 November 2020)

· Melakukan Sosialisasi

Selain melakukan patroli rutin pihak apparat kepolisianPolres Bone Bolango juga melakukan tindakan sosialisasi.
Dari hasil wawancara dengan penyidik yaitu Bapak Zulkifli Latama pada Unit PPA yang menangani kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandung mengatakan: 

Bahwa pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi mengenai masalah pemerkosaan di masyarakat maupun disekolah-sekolah gun auntuk mencegah terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang. Kegiatan sosialisasi ini merupakan pencegahan awal agar tidak terjadi penyimpangan di masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian ini untuk memberikan pengetahuan nilai-nilai maupun norma-norma yang ada kepada para remaja maupun dewasa, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pengetahuan yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya.( Wawancara 09 November 2020) 
b. Melakukan Tindakan Hukum


Keputusan peradilan dibuat oleh penegak hukum atau terlibat langsung dalam proses pengadilan. Tindakan hukum harus sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing sebagaimana diatur oleh penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilakukan dengan mengedepankan keadilan dan profesionalisme serta akan menjadi teladan bagi masyarakat dan dipercaya oleh semua pihak, termasuk seluruh lapisan masyarakat. 
TABEL DATA UPAYA REPRESIF YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN
Tabel 1.3

	NO
	UPAYA REPRESIF
	2017
	2018
	2019
	TOTAL

	1. 
	DILAKUKAN PENINDAKAN SAMPAI  PUTUSAN
	1
	-
	-
	1

	2. 
	PENYELESAIAN DENGAN MUSYAWARAH/DAMAI
	-
	1
	1
	2


Sumber Data: Unit PPA Polres Bone Bolango
Berdasarkan gambar table diatas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir dari tahun 2017 s/d 2019 terjadi 3 kasus yang ditangani kepolisian Resort Bone Bolango yang masing-masing terbagi dari tahun 2017 terjadi 1 kasus yang dilakukan penindakan sampai tahap putusan, dan dua kasus lainnya dari tahun 2018 s/d 2019 di selesaikan dengan cara musyawarah damai.

Kata penghukuman identik dengan kata hukuman. Hukuman berasal dari kata pokok hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menciptakan hukum ketika suatu undang-undang diputuskan. Legislasi untuk suatu insiden berlaku tidak hanya untuk sektor peradilan pidana, tetapi juga untuk hak-hak sipil. Karena tulisan ini tunduk pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disingkat menjadi pengertian istilah, yaitu dalam kasus pidana yang sering dikaitkan dengan kalimat dalam kasus pidana.

Dalam hal ini, hukuman berarti sesuatu seperti kalimat atau kalimat. “Kriminalisasi juga bisa diartikan sebagai proses penetapan sanksi dalam hukum pidana. Kata 'pidana' biasanya diartikan sebagai undang-undang, 'hukuman'. teori ini disebut juga dengan “teori ensensensilisme”. Hukuman diberikan bukan karena dia telah melakukan kejahatan, tetapi karena pelakunya tidak lagi melakukan kejahatan dan takut orang lain melakukan kejahatan serupa.

Surat pernyataan menyatakan bahwa hukuman tersebut bukanlah upaya pembalasan untuk mendidik pelaku dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Jika Anda melihat rencana berikut, kejahatan atau hukuman benar-benar bisa dilakukan:

1. Hukuman oleh legislator;

2. Hukuman oleh otoritas yang berwenang;

3. Hukuman oleh badan eksekutif yang kompeten.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini adalah sistem hukum pidana yang diatur dalam KUHP, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang 73 Tahun 1958, dan Undang-Undang 1. Tentang Amandemen KUHP 1960. Nomor 16 Tahun 1960 sehubungan dengan beberapa perubahan KUHP. Tentang mengubah jumlah denda dalam KUHP. Dalam hal kalimat, terdapat dua sistem atau metode yang digunakan di Belanda dari zaman W.V.S. hingga saat ini, yaitu KUHP:

a) Terdakwa harus dihukum di dalam tembok penjara. Saat senggang, Anda harus menjauhi kebiasaan hidup. Bimbingan juga harus diberikan di balik tembok penjara untuk narapidana.

b) Selain terpidana, mereka harus dilatih untuk kembali ke masyarakat atau direhabilitasi.

Pengenalan perkara pidana pokok dalam KUHP hanya dapat merupakan salah satu bentuk tindak pidana, yaitu dapat menjadi salah satu jenis tindak pidana pokok yang menimbulkan ancaman yang berbeda terhadap pasal perkara pidana. Dengan demikian, dalam KUHP, hukuman independen tambahan tidak diperbolehkan tanpa hukuman dasar, kecuali Pasal 39 (30) pendidikan wajib dan Pasal 40 pengembalian anak di bawah umur kepada orang tuanya. Pidana paling lama dalam KUHP adalah lima belas tahun, dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun, dan pidana penjara paling lama satu hari diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sementara itu, pidana penjara paling lama satu tahun, dengan pengulangan, kesepakatan, atau pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 52-52a, yang bisa melebihi satu tahun empat bulan. Pidana penjara minimal satu hari diatur dalam Pasal 18 KUHP. (Amir Ilyas, 2012)

Hal ini dilakukan dalam kasus pidana berupa putusan dan perkara pidana, atau pada saat terjadi tindak pidana. (A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010: 81) mengemukakan beberapa teori tentang tujuan hukuman (purpose of punishment):

a) Sebuah. Teori balas dendam (vergeldingtheorie), yang mengatakan bahwa hukuman adalah balas dendam dan pembunuhnya harus dibunuh. Menurut teori balas dendam ini, seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan penyiksaan fisik untuk mengintimidasi dirinya sendiri. Awalnya pelaksanaannya sangat kejam, pihak yang dirugikan (korban) diperbolehkan membalas dendam atas kesalahan yang dilakukan padanya, namun hak ini dirampas oleh raja atau pemerintah.

b) Theory of capture (Afrikaisasi / retensi), teori ini sering disebut dengan theory of fear (teori pencegahan). Hukuman harus bisa mengintimidasi orang agar tidak merugikan.

c) Teori pemenjaraan (imprisonment), isolasi (pemenjaraan) merupakan doktrin yang menunjukkan bahwa tindakan karantina sangat penting dan diperlakukan oleh penjahat dalam pelaksanaan kejahatan untuk mencegah mereka mengatasi kejahatan.

d) Koreksi (verbeteringstheorie), teori ini berpendapat bahwa tujuan menghukum pelanggar adalah untuk mengoreksi terpidana.

Untuk mengatasi masalah penculikan anak di bawah umur, petugas penegak hukum bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, Bapak Zulkifli Latama mengatakan:

Upaya ini dilakukan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Namun perkosaan bapak terhadap anak kandungnya baru mencapai 1 (satu) gugatan. Keadaan lain telah menimbulkan kecurigaan dan permintaan maaf. (Wawancara 09 November 2020)

Ini adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bone Bolango untuk memerangi pemerkosaan bapak terhadap anak kandung. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah yang diambil oleh polisi sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun persatuan semua pihak juga tidak lepas dari isu perilaku inkonstitusional, sehingga dibutuhkan kerjasama yang erat untuk memastikan masa depan anak dapat tercapai dengan baik.

Analisis Penulis Dari Pembahasan Diatas: 

1. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pemerkosaan Yang Dilakukan Bapak Terhadap Anak Kandung adalah : 

a. Faktor pendidikan, karena minimnya pengetahuan yang didapat baik itu pengetahuan agama  maupun pengetahuan umum, tentang tindakan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandungnya.

b. Faktor agama adalah yang menjadipenyebab utama terjadinya tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandung, Karena iman bapak yang lemah sehingga ia tidak memiliki rasa takut kepada tuhan, sampai berani melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan terhadap anak kandung sendiri.

c. Faktor ekonomi, karena rendahnya ekonomi keluarga terutama pendapatan si bapak yang tidak mampu  untuk membiayai istirnya berobat. Jadi si bapak tidak mendapatkan kepuasan biologis dari istrinya sehingga yang menjadi pelampiasan dari nafsunya adalah anak kandungnya sendiri. 

2. Upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung: 

Upaya preventif yaitu dengan patroli rutin serta sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak kandung. 

Upaya represif penanggulangan setalah terjadinya kejahatan dengan melakukan tindakan hukum kepada seseorang yang melakukan kejahatan seperti pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung. 

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan bapakterhadapanakkandungyaitu:

1) Faktor Pendidikan, dimana seseorang dengan mudah dapat melakukan kejahatan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang didapatkan juga  minim. 
2) Faktor agama, dalam hal ini iman yang lemah juga menjadi salah satu pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan pemerkosaan.
3) Faktor ekonomi, yaitu keterbatasan ekonomi sehingga si bapak tidak mampu membiayi istrinya untuk berobat. Jadi si bapak sudah tidak mendapatkan kepuasan biologis dari istirnya sehingga yang menjadi korban pelampiasan nafsunya adalah anak kandungnya sendiri. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan bapak terhadap anak kandung

1) 
Upaya preventif,melakukan patroli dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
2)
Upaya represif,melakukan tindakan hukum kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan. 
5.2 Saran 

1. Saran dari penulis bahwa sebaiknya pendidikan sejak dini tentang bahaya sex bebas sangat penting dan keluarga juga harus berperan aktif untuk melakukan penyampaian terhadap hal ini, baik kepada anak atau kepada orang tua. Kemudian pendidikan agama juga sangat berpengaruh untuk membendung perilaku menyimpang terhadap anak ataupun orang tua, dalam hal keluarga harus lebih aktif dalam meningkatkan ibadah, 
2. Upaya preventif dari aparat kepolisian sangat berpengaruh untuk mengurangi angka kriminalitas dari kasus seperti ini, saran dari penulis aparat kepolisian lebih giat melakukan sosialisasi terhadap bahaya terjadinya perbuatan sex ayah terhadap anak perempuan mulai dari akibat hukum sampai efek psikologi terhadap anak.Jika terjadi hal-hal seperti itu, menurut penulis bahwa lebih penting upaya pencegahan sebelum terjadi. Kerana ketika sudah dalam upaya represif akan menimbulkan kerugian terhadap keluarga baik pada korban ataupun pelaku. 
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